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A. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 

KPK) dalam Perkara Nomor 96/PUU-XV/2017 diajukan oleh Setya Novanto, dalam 

hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., 

MBA., dkk. 

 

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas: 

1. frasa “seseorang” dalam klausa Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang 

berbunyi:  

“memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 

bepergian ke luar negeri” 

tanpa menambahkan frasa “yang telah berstatus sebagai tersangka” 

dibelakang frasa “seseorang” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

2.  frasa “seseorang dalam tahapan penyelidikan” dalam klausa Pasal 12 ayat 

(1) huruf b UU KPK tidak dapat dilarang bepergian ke luar negeri. 

 

C. BATU UJI 

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK dianggap Pemohon bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/ atau kewenangan 
konstitusional Pemohon. 

 

D. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, MK 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

1) Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan a quo 

ternyata permohonan Pemohon diajukan setelah status Pemohon menjadi 

tersangka, bahkan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa yang sedang 



  
 

 

menjalani sidang pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh karena itu menurut 

Mahkamah, Pemohon telah kehilangan relevansinya untuk 

mempermasalahkan adanya anggapan telah mengalami kerugian 

konstitusional, terhadap ketentuan Pasal a quo. 

2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah 

berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) 

selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo. 

3) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, 

namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 

mempertimbangkan pokok permohonan. 

 

E. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” 

 

F. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta 

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan 

bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 96/PUU-

XV/2017 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

terhadap Pengujian Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK mengandung arti bahwa 

Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
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